
. PEMERTNTAH PROVINSI NUSA 'TENGGARA TIMUII
DINAS PENAilAi,IA}I MODA.L DAN PFI.AYANAN TERPADU SATI,' PINTU

lalan Basuki Rahrnat Nomor 1 - Naikolan
(Gedung B Lontoi l, ll Komplek Kantor Gubernur Lomo )

Telp. (0380) 821827, Fox. (0380) 821827 WA:087236364466
Website : www.dprnptsp.nflprov. jd Emajl : omptsp.lrttDrov@omail.cotL

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEI.AYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR . 421.5IB4|DPMPTSP.4.3n0l2022

TENTANG
IZ]N OPERAS IONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIIGN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KITISTEN EDE DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TEI'IGGARA TIMUR,

\.,

Menimbang

Mengirtgat

a. bahwa dalam rangka untuf mendekatkan dan meningkatkan pelayanarr pendidikan

kepada masyarakai liabupaten Sumba Barat Daya, maka perlu menetapkan lzin

Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

b. bahwa permohonan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Yayasan Tunas Timur
Kabupaten Sumba Barat Daya dari aspek administrasi dan teknis, telah mernenulri
persyaratan untuk diberikan lzin OperasionalPenyelenggaraan Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah Atas (SMA);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Permnaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Tintur tentang lzin

Operasional Penyelenggaraan Satuarr Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kristen Ede lGbupaten Sunrba Barat Daya;

1. Undang-Undang Nornor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaeralr_
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1649);

2. Undarrg-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidil<an Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambalran
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301); 1

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalran Daerah (Lernbaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lentbaran Negara

Republik lndonesia Nornor 5587) sebagainrana telah diubalr beberapa kaliterakhir
dengan Undarig-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 'Tahun 2014 tentang Pemerirrtah Daerah (Lembaran

Negara Republik lrrdcrnesia Tahurr 2015 Nonror 58, Tambahan Negara Reprrblik
hrdonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2CI10 tentang perrgelolaan tJan

Panyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2O1O Nomor 23.
Tambahan Lembaran l.legara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan

Peratut'an Pemerintah Nomr:ir 66'falrun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lernbaran Negara '[a]run 2010 Nomor 112, Tambaharr Lembaran

Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Talruri 2015 tentang peruLrahan Kedua atas

Peraturan Pemerint3h Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5.1670);

6. Peraturan Peryrerintah Nonror 15 Tahun 2015 tentang Wajib l3elajar (Lenrbaran

Negara Repubik lndonesia l-ahun 2008 Nonror 90);

7. Peraturan Menteri Pendidikan l,lasio;Tal Nomor 9 Tahun 20A7 teriang Standar
Pengelolaan Pendidikan olelr Satuan Pendidikan Dasar dan Merrengah;

B. Peraturan Menteri Pendidikarr dan l(ebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Al<reditasi Sel<olah;



9- Peraturan Menteri Pondidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan
Menengah;

10. Surat Mendiknas No. 14lNPN/Ht92007 tanggal 24 Januari 2OO7 tentang prioritas
Pendirian lzin Sekolah Menengah;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2021 T ggal 25 Juni
2021 Tentang Pendelegasian We-wenang dari Gubemur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani perizinan dan Non
Perizinan di Lingkungan Penrerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor4l Tahun 2021 Tanggal 7 Juli
2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib pajak Dalam
Pemberian Layanan Publik Tertentu:

1. Surat Permohonan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat yayasan Tunas Timur
Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 010/BPP-YTINIUI2O22 Tanggal 10
September 2022 tentang Permohonan ljin Pendirian;

2. Rekomendssi Kepala Dinas Pendidiksn dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor : A4Al6554lPK 2.312022 f anggal 20 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal -. 21 Oklobet 2022
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1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaah Republik lndones
2. Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. l/yakil Gubemur Nusa Tenggara Timur dj Kupang (scbagai iaportn);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupaho (sobagai laporan);

5. Bupati Sumba Barat Daye diTambolaka;
6. Urektur Jenderal Pendidikan Oasar dan Menengah, B:enrenterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia di

Jakana:
7. DiGktur Pembinaan SMA Kerfletterian Pendidikan dai Kebudayaan Republik lndonesia diJakana;
8. Kepela Dnas Pendidikan darl Kebudayaari Provinsj Nusa 'l'errggara Tirnur di Kupano;
9. Xcpala Onas Pensnaman Modal ,PTSPTKT Kabupaten Sumba Barat Daya diTarnbolaka;
10. Kepala Oinas Pendidikan dan Kebudeyaan Sumba Bamt Daya di Tsmbolaka;
11- Koodinator Pengawas SMA,/SMruPLB Kabupaton Sumba Barat Daya di Tanrbolaka.

Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA) Kristen Ede , terletak di Desa Denduka Kecamatan Wewewa Selatan
Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Jurusan llmu Pengetahuan Sosial (lPS), llmu
Pengetahuan Alam (lPA) dan Bahasa;
lzin Operasional ini dikeluarkan sebagai perjoman untuk dilakukan proses penerimaan
Peserta Didik Baru (PDB);
lzin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulei tanggal ?-1 Cklobet 2A2
sampai dengan tanggal 20 O!Iobet 2027 , setelah itu diusulkan untuk diperpanjang:
Sekolah Menengah Atas (SMA) l(risten Ede Kabupaten S,rmba Barat Daya
berkewajiban memenuhi B (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi
berbagai ketentuan yang berlaku
Keputusan inr mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan datinjau

kembali apabila pada kgrqudidn hari temyata lerdapat kekeliruan dalam penetapannya


